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ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik,
disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Tugas dan
kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pada saat
berlakunya UUJN No. 30 Tahun 2004, muncul suatu perdebatan terkait dengan
adanya kewenangan notaris ddam membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan
kepada Notaris untuk membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan namun
tidak secara tegas mengatur mengenai batasan kewenangan Notaris terhadap
kewenangan PPAT khususnya dalam proses pembuatan Akta terkait Pemberian
Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Disini penulis mencoba menelaah
apa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang telah
diberikan kepada notaris dalam UUJN, sekaligus melihat dasar dari pembuat
undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pendekatan penelitian
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa makna dari akta yang berkaitan
dengan pertanahan yang merupakan kewenangan notaris adalah bersifat sempit,
artinya notaris bisa membuat akta yang berkiatan dengan pertanahan sepanjang
akta tersebut bukan merupakan kewenangan PPAT.

Kata Kunci: Notaris, Kewenangan, Akta Pertanahan.
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ABSTRACT

The notary public officials are authorized to make an authentic deed, besides
other prescribed by statute the authority. The duties and authorities of Notary in
making deed related to land shall be understood differently so as not to cause
confusion. At the time of the anactment UUJN No. 30 Tahun 2004, a debate
emerged related to the authority notaries in making the deed assiciated with
land. The provisions Article of 15 paragraph (2) paragraph letter f UUJN
authorize the Notary to make deeds relating to land but not explicitly regulate
the limits of the authority of Notary to the authority of PPAT especially in the
process of making the Deed related to the Granting Building Rights the
Property. Here writer trying to look at what the meaning of the deed which as
pertaining to land that has been granted to a notary in UUJN, as well as see the
basis of maker of laws giving authority to a notary. This research using the
normative law methodology, where approach research in use is dstatuta
approach and conceptual approach. Research suggests that the significance of
related to land certificate which is the authority of the notary is narrow it could
make a notarial deed with regard to land as long as it does not constitute the
PPAT.
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MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa”
(Roma12:12)
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